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ABSTRAK
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BAB IV

PENUTUP

-

Han bab-bab diatas penulis menarik suatu kesimpulan berdasarkan
an sebagai berikut:

ctast hukum dalam mempertimbangkan bukti elektronik dalam
roses persidangan pada perkara pidana umum mengenai keabsahan
tu pembuktian alat bukti elektronik telah diakui menjadi suatu alat
ukti, dapat dikatakan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan
lat bukti vang diatur dalam KUHAP yakni alat bukti surat serta alat
U petunjuk. Pengakuan tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Perimbangan Hakim  mengenai masalah  keabsahan  dalam
mempertimbangkan Bukti Elektronik dalam proses persidangan pada
perkara pidana umum bahwa mengenai masalah dokumen elektronik
sebagai alat bukti di pengadilan yang sampai saat ini belum diatur secara
formal di dalam KUHAP, tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk
tidak menyelesaikan sengketa vang alat bukiinya berupa bukir elektromk,
karena hakim dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara yang

digjukan kepadanya dengan dalih belum ada pengaturan hukumnya
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